SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 309/PP.04.2-Kpt/5102/KPU-kab/I11/2020

TENTANG

PENDELEGASIAN SELEKSI WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KEPADA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TABANAN DALAM

RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TABANAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

Menimbang

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman
Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia
Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pada Pembentukan
Panitia Pemungutan Suara huruf f alinia ke 2 (dua)
menyatakan KPU Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan
seleksi wawancara PPS kepada PPK dengan pengawasan dari
KPU Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Tabanan Tentang Pendelegasian Seleksi
Wawancara Panitia Pemungutan Suara kepada Panitia
Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Tabanan dalam rangka
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020 Pada

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;



Mengingat

18

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat [l dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat [ Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomorl22;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir,
dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun



2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015
Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,
dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia
Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan
Kelompok  Penyelenggara Pemungutan Suara  Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1498);



Memperhatikan

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Nomor : 1316/PP.01.02-Kpt/5102/KPU-Kab/1X/2019 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Tabanan Tahun 2020, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan Nomor : 1545/PP.01.2-Kpt/5102/KPU-
Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 1316/PP.01.2-
Kpt/5102/Kpu-Kab/IX/2019 tentang Tahapan, Program dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Tabanan Tahun 2020;

1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Tabanan
Nomor : 308/PP.04.2-BA/5102/KPU-kab/III/2020 Tentang
Pendelegasian Seleksi Wawancara Panitia Pemungutan
Suara Kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten

Tabanan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Tabanan Tahun 2020 Pada Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tabanan;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TENTANG PENDELEGASIAN SELEKSI
WAWANCARA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KEPADA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
TABANAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TABANAN TAHUN 2020 PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.

KESATU ; Pelaksanaan Tes Calon Anggota Panitia Pemungutan
Suara Se- Kabupaten Tabanan di delegasikan kepada
Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Tabanan.

KEDUA : Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Tabanan
melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Tes
Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara
sebagaimana tersebut pada diktum KESATU ke masing-
masing Panitia Pemilihan Kecamatan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan
Pada Tanggal 5 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

Salinan sesuai dengan aslinya

' Komisi Pemilihan Umum KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I GEDE PUTU WEDA SUBAWA

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, di Denpasar;

2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tabanan, di
Tabanan;

3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Se- Kabupaten Tabanan,
di Tabanan

4. Arsip.



